SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 267 TAHUN 2014
TENTANG

TUNJANGAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU, PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kinerja, produktivitas kerja
dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan
sebagai Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus
Barang dan Penyimpan Barang perlu diberikan tunjangan keuangan
dan aset yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab
pekerjaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Bagi
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus
Barang dan Penyimpan Barang;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Femerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;



Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011:

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedomian Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaar Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2014 tentang Sistem. dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN BAGI BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,
PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus |bukota

Jakarta. :

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seIanjutnya‘disingkat SKPD
adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang.

3. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program
selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawéi Negeri Sipil
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

5. Bendahara Penerimaan adalah psjabat fungsional yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.



6. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

8. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam

" rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

9. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas
untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.

10. Pengurus'Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas
untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada
di setiap SKPD/UKPD.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut
DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

BAB I
PEMBERIAN TUNJANGAN KEUANGAN DAN ASET
Pasal 2

(1) Kepada Pegawai yang diangkat dan ditugaskan sebagai Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang dan
Penyimpan Barang diberikan tunjangan keuangan dan aset sebesar
Rp 1.000.060,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

(2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara
~ Pengeluaran ~ Pembantu, Bendahara  Penerimaan  Pembantu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(3) Pengurus Barang dan Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Bagi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus
Barang dan Penyimpan Barang yang telah menerima tunjangan keuangan
dan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan honorarium
kegiatan dalam belanja langsung.

Pasal 4

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan Pajak
Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 5

Alokasi anggaran dalam rangka pemberian tunjangan keuangan dan aset
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) SKPD/UKPD masing-masing.

BAB IlI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 71053

Salinan.sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO/HU} SEKRETARIAT DAERAH
N¢ HUSUS IBUKOTA JAKARTA,
\.i




